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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini 

ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar 

hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa Indonesia 

merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban 

hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu 

masyarakat adil dan makmur.1 

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu 

peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan 

hukum pidana.2 Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga 

negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap 

ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini 

hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan 

hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian 

hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeigkeit), dan 

1
 Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, 

(Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), h.121. 
2
 Teguh Prasetya, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: 

Nusa media, 2013), h. 1 
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keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat 

membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. 

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum 

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang 

ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus 

adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.3 

Kejahatan peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki 

kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan 

tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius 

merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate 

crime) yang utama, yang melahirkan kejahatan pencucian uang.4 Dalam 

pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan 

„uang kotor menjadi uang bersih‟ . Definisi lain dari pencucian uang adalah 
 

„proses dimana seorang menyembunyikan keberadaan sumber 

pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan 

kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.5 

 
 

 
 

3
 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Makassar: 

Mitra wacana media, 2014), h. 69-70. 
4
 Artikel, paper pendukung Delegasi RI pada Forthy-Seventh Session of The 

Comisión on Narcotic Drugs , yang diselenggarakan di Wina, 5-22 Maret 2004. 
5
 Hanafi Amrani.”Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti 

Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, 
Yuridiksi Pidana Dan Penegakan Hukum)”.Yogyakarta:Uli Press Yogyakarta.2015. h. 

5-6. 
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Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai 

ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal 

tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri 

karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan 

dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada 

tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).6 Tindak pidana 

asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengenai Hasil tindak 

pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 

macam. 

Kemudian Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan 

bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan 

bunyi Pasal 77 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang mengatakan, 

untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib 

membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak 

pidana. 

Senada dengan pasal tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) 

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di 

sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim 

memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang 

 

6
 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2008, hlm. 182 
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terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) 

Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan 

perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang 

cukup. 

Menurut Sarah N. Welling, uang menjadi kotor dengan dua cara 

yaitu, pertama adalah dengan pengelakan pajak dimana uang yang 

secara legal atau halal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah 

untuk keperluan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. 

Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang 

melanggar hukum seperti penjualan obat-obat terlarang, perdagangan 

narkotika secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, 

perdagangan senjata dan lain-lain.7 

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian 

Uang, juga menjelaskan bahwa hasil tindak pidana yang diperoleh dari 

kejahatan narkotika berupa harta kekayaan adalah semua benda bergerak 

atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang di peroleh secra langsung maupun tidak langsung. Tindak 

pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang 

ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh 

 

7
 Mokhammad Najih.”Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum 

Pidana dalam Cita Negara Hukum).Malang:Satar Press. 2014. h. 88 
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dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang 

mendahuluinya (predicate crime). 

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang 

atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa 

alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, 

bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah 

dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan 

darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu 

dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi 

kejahatan pencucian uang. 

Trend perkembangan ini meliputi keragaman pola pencucian uang 

hasil perdagangan narkoba, seperti sarana penempatan uang ilegal, 

berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan melapisi uang tersebut dan 

keragaman bisnis atau kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan 

kembali uang tersebut kepada pemiliknya. Tanpa melakukan 

pembandingan dan memprediksi trend perkembangan tersebut, maka 

akan sulit melakukan penegakkan hukum terhadap pencucian uang hasil 

perdagangan narkotika. 

Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang 

karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika, 

memunculkan adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan, 

menyamarkan atau mengaburkan hasil transaksi narkotika itu agar 

nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, 
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uang hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk 

melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan 

baru.8 Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian 

uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana 

narkotika sebagai tindak pidana asal (predicate crime). Melihat korelasi 

yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkotika sebagai predicate 

crime dan kejahatan pencucian uang sebagai derivatifenya, maka sangat 

jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap 

narkotika di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti 

pencucian uang di negara itu.9 

Perampasan terhadap aset para bandar narkotika yang terkait 

dengan tindak pidana narkotika merupakan langkah strategis untuk 

menekan kejahatan narkotika. Secara logika, aset atau harta kekayaan 

pelaku tindak pidana narkotika merupakan darah kehidupan atau 

penopang utama kejahatan narkotika sehingga cara yang efektif untuk 

melakukan pemberantasan dan pencegahan ialah dengan merampas aset 

hasil tindak pidana narkotika tersebut. 

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap Narkotika yang 

mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melaui 

sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari 

kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime dari kejahatan yang 

dilakukan, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, 

8
 Yunus husein./www.ppatk.go.id/Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Kejahatan Narkotika 
9
 Ibid 

http://www.ppatk.go.id/Hubungan
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menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta 

melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya 

atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran 

gelap Narkotika dengan memisahkan proceeds crime dari kejahatan yang 

dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak 

pidana Narkotika sebagai core crime.10 

Terdakwa Army Roza Alias Bobi yang sedang menjalani masa 

hukuman sebagai narapidana di lapas Klas I Tangerang dalam perkara 

tindak pidana narkotika, telah berkeinginan untuk memperdagangkan 

narkotika berupa shabu-shabu secara tanpa ijin dari institusi yang 

berwenang yakni dengan melakukan pemesanan shabu-shabu kepada 

beberapa orang yang dikenal terdakwa memiliki sediaan shabu-shabu 

adapun setelah melakukan pemesanan melalui telpon seluler maka 

terdakwa mengirimkan nomor telepon kurir yang ditunjuk terdakwa untuk 

menerima penyerahan shabu-shabu yang selanjutnya akan dijual kembali 

dengan pengendalian perdagangan yakni atas penjualan maupun 

penerimaan pembayarannya dikendalikan dari dalam Lapas Klas I 

Tangerang. 

Untuk kepentingan menampung uang uang hasil narkotika dari par 

pembeli maka terdakwa menguasai dan mempersiapkan sejumlah 

rekening bank untuk menerima pembayaran yakni : 

 

 
 

10
 Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, 

Bandung, 2007, h. 219 
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a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 6890111104 atas nama 

Renny Nur‟aeni beserta kartu M-Banking (Mobile Banking) yang 

diperoleh terdakwa dari istrinya yakni Nur Nur‟eni pada saat berkunjung 

ke Lapas Klas I Tangerang dan selanjutnya terhadap kartu M-banking 

dimasukkan ke dalam handphone Smartfren yang terdakwa beli dari 

sesama napi sehingga M-Banking atas nomor rekening Bank Central 

Asia (BCA) Nomor 6890111104 atas nama Renny Nur‟aeni siap 

dipergunakan. 

b. Rekening Bank Danamon nomor 003608207787 atas nama Army Roza 
 

c. Rekening Bank Central Asia nomor 8680496413 atas nama Tri Utami 

Roza 

d. Rekening Bank Central Asia nomor 8680055743 atas nama Nurhasilah 

Terhadap uang hasil bisnis narkotika yang telah diterima terdakwa 

baik melalui rekening Bank Central Asia nomor 8680496413 atas nama Tri 

Utami Roza; rekening Bank Central Asia nomor 8680055743 atas nama 

Nurhasilah dan rekening Bank Central Asia nomor 06890111104 atas 

nama Renny Nur‟aeni, selanjutnya dilakukan pemindahan/pengalihan 

sebagian dana dengan setoran tunai ke dalam Rekening Bank Danamon 

nomor 003608207787 atas nama Army Roza seolah-olah berasal dari 

sumber perolehan yang sah, dengan jumlah setoran tunai seluruhnya 

kurang lebih sebesar Rp. 2.020.350.000,00 (Dua Milyar Dua puluh juta 

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai perusakan lahan dengan judul tesis: Pertanggungjawaban 

Pidana Atas Tindakan Pengalihan Uang Hasil Perdagangan Narkoba 

Dengan Pembelian Barang Serta Membagi Uang Tersebut Ke 

Beberapa Rekening (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020). 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tindak pidana 

pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana 

pelaku tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang- 

undangan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1832 

K/Pid.Sus/2020. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk 

memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian lain yang sejenis dalam rangka penanggulangan tindak 

pidana pencucian uang. 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan narkotika. 

 
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

 
1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 
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adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.11 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.12 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang. 13 Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan. 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 14 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.15 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

 

 
 
 

 
11

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 

12
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, 2001, h. 156 
13

 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 

14
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 

Jakarta, 2010, h. 35 
15

Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
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itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 16 
 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa : 

 
Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 

penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan 

ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori 

dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara 

mengorganisasikan dan mensistematisasikan 
dibicarakan.17 

masalah yang 

 
 

a. Teori Tanggung Jawab 

 

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang 

diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari 

orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang 

bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.18 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan 

dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan 

menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta 

merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah 

dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan 

tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus 

hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum 

 

16
Ibid., h. 253. 

17
Ibid. 

18
 W.Sommermeijer, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum Universitas 

Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23 
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yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung 

jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi 

yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.19 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and 

State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly 

Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan”.20 Dalam teori Perseroan Terbatas yang 

mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat 

bahwa Pengurus Perseroah memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu 

 

19
 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, h. 335. 
20

 Selly Masdalia Pertiwi,Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik 
Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya, Program 

Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22. 
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kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (statutory 

duties) dan fiduciary duties. 

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada 

pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat 

dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan 

hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam 

suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional 

pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori 

pertanggung jawaban mutlak (absolute responsibility). 21 Pertanggung 

jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan 

diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung 

jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas 

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan.22 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat menjadi beberapa teori, 

yaitu : 

 
 

21
 Hans Kelsen I, Op.cit., h. 95 

22
 Hans Kelsen II, Op.cit. , h. 149 
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a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian. 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort liabity), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian 

bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 

akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab 

sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa 

yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama 

terhadap perusakan lingkungan hidup. 

 
b. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap 

suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya 

kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan 
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dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan 

untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa 

diskriminasi.23 

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu 

sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. 

Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai 

premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui 

sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. 

Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang 

wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat 

menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat 

kepada ketertiban.24 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil 

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologi.25 

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai 

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 

23
 Moh. Mahfud MD, Loc. Cit. 

24
 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, 

Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8. 
25

 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami 

Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59 
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1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 

2)  Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

3)  Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap 

aturanaturan tersebut. 

4)  Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 

menyelesaikan sengketa hukum. 

5)  Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.26 
 

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara 

yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan 

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi 

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.27 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada 

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam 

menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav 

Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari 

26
 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 

27
 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta 
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hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan 

kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang 

bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian 

hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam 

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam 

kehidupan masyarakat.28 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 

secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif 

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti 

karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang 

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, 

reduksi norma atau distorsi norma.29 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

perundang-undangan. 

 

 
28

 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian 

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 
Desember 2014. 

29
 http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ Diakses pada 

tanggal 10 September 2022, Pukul 11:07 WIB 

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
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2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan. 

3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah 

dilaksanakan. 

4. hukum positif tidak boleh mudah diubah. 
 

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada 

pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum 

itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih 

khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, 

maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur 

kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati 

meskipun hukum positif itu kurang adil.30 

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, 

ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti 

sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 

menunjang suatu tatanan hidup yang dinilai wajar serta tidak berpihak. 

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif saja, dan tidak 

bisadijawab secara sosiologi.31 

 

30
 https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian- 

dalamhukum/Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 09:50 WIB 
31

 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami 

Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59 
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c. Teori Negara Hukum 

 

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang 

menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 

ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” 

Ni‟matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula 

dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar 

atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machtstaat).”32 Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti 

tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum 

barat (rechtsstaat). 

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum 

Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus 

diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum 

Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila”.33 

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut 

bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi “rechtsstaat” dari UUD 

NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga 

kiblat negara hukum Indonesia bukan rechtsstaat (hukum tertulis/civil law 

dan kepastian hukum) maupun rule of law (hukum tidak tertulis/common 

law dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum 

tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. 

 

32
 Ni ‟matul Huda, Hukum TataNeg ar a Indonesi a, Raja Grafindo Persada, Jakart a, 

2013, h. 17 
33

 Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara 

Hukum Demokrasi). Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74. 
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Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan 

amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam 

konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia 

sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah 

hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan 

dengan konstitusi. 

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari 

rechstaat/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu : 

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (de scheiding 
tussen staat en burgelijke maatschappij), pemisahan antara 

kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, 
pemisahan kekuasaan anrara hukum publik dan hukum privat; 

2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama); 
3. Jaminan atas hak-hak kebebasab sipil (burgerlijke vrijheids 

rechten); 

4. Persamaan terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet); 
5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar 

sistem hukum; 
6. Pemisahan kekuasaaan berdasarkan trias politica dan sistem 

check and balances; 

7. Asas legalitas (heerscappij van de wet); 
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang 

tidak memihak dan netral; 
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh 

peradilan yang bebas dan tidak memihak; 

10.Prinsip pembagian kekuasan, baik teritorial sifatnya maupun 
vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).34 

 
Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan 

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri rechtsstaat antara lain: 

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat 
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan 

pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), 

 
34

 Ibid., h. 87-88. 
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kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani 

sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan 
rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas 

undang-undang; 
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebebasan rakyat 

(vrijheidsrechten van de burger). 35 
 

Menurut Albert Venn Dicey (1951: 202-203) dalam konsep negara 

hukum rule of law/anglo saxon/common law terdapat tiga ciri penting yaitu: 

1. Supremasi hukum (supremacy of law), dari regular law untuk 

menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 
kesewenang-wenangan, prorogatif atau discretionary authority 

yang luas dari pemerintah ; 
2. Persamaan dihadapan hukum (Equality before the law), dari 

semua golongan kepada ordinary law of the land yang 
dilaksanakan oleh ordinary court, ini berarti bahwa tidak ada orang 
yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara 

biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama; 
3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa 

hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi 
dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh 
peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui 

tindakan peradilan.36 
 

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda- 

beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. 

Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan 

untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya 

menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara 

hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian 

penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa 

pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan 

 

 
 

35
 Ibid., h. 88-89. 

36
 Ibid., h. 90. 
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perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional 

mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil. 

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu 

kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya 

dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdi pada kemauan 

rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi 

oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum 

Pancasila. 

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... 

dengan ciri-ciri. 

(1)  ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 
(2)  bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 
(3)  kebebasan beragama dalam arti positif; 

(4)  ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta 
(5)  asas kekeluargaan dan kerukunan.” 37 

 
I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary 

menyatakan 

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi: 
a. Pancasila; 
b. MPR; 

c. Sistem Konstitusi; 
d. Persamaan; 

e. Peradilan bebas.38 
 

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya 

Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan 

 
 

37
 Ibid., h. 76. 

38
 Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- 

Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara 

Madinah dan Masa Kini. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102 
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kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik 

atau kriteria yaitu: 

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila 

merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial; 
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila 

mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik; 

3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya 
masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan; 

4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang 
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia (Indonesia).39 

 
Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut 

Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep 

Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut: 

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala 
sumber hukum; 

2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka; 

3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional; 
4. Equality berfore the law; 

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.40 
 

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam 

penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan; 

2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak; 
3. Kebebasan beragama dalam arti positif; 
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara 

pemerintah dan rakyat lebih diutamakan; 
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.41 

 
 
 

 
 
 

39
 Abdul Latif, Op.Cit., h. 78. 

40
 Martitah dan Hery Abduh. Negara dan Negara Hukum. Materi Kuliah yang 

disampaikan pada perkuliahan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang, 2010, h. 12. 

41
 Ibid., h. 11. 
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2. Kerangka Konsep 

 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas. 

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut: 

1. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).42 

2. Perdagangan adalah perihal dagang; urusan dagang; perniagaan43 

 
3. Narkoba adalah 

 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat 
terlarang.[1] Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan 

khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah 
Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan 

 

42
 http:/ / inspirasihuk um. bl ogs pot.c om/ 2011/04/ pert anggung-

jawabanadmi nistrasi- negara_23.html. Diakses pada 10 September 2022 Pukul 19.00 WIB 
43

 Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008, h. 306 

https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#cite_note-KBBIDnarkoba-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-
http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-
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zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", 

mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko 
kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba 

sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa 
dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat- 

obatan untuk penyakit tertentu.[butuh rujukan] Namun kini persepsi itu 
disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang 
semestinya. 44 

 
5. Pembelian adalah perihal membeli45 

 
6. Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yg sah, 

terbuat dr kertas, emas, perak, atau logam yg dicetak pemerintah suatu 

negara; harta; kekayaan.46 

7. Rekening adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang 

sewa, dsb) 47 

 
F. Keaslian Penelitian 

 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

 
 

 
 
 
 

44
 Adam, S. (2012). "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan 

Masyarakat" (PDF). Jurnal Health And Sport. 5 (2): 1–8. ISSN 2656-2863. Diarsipkan 

dari versi asli (PDF) tanggal 2021-03-05. Diakses tanggal 2021-01-07. 
45

 Pusat Bahasa, Op.Cit., h. 167 
46

 Ibid., 1575 
47

 Ibid., 1188 

https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://core.ac.uk/download/pdf/233371879.pdf
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1. Tesis Ziko Hamdi, NIM: 1920010014, mahasiswa Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak 
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Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Pidana Atas 

Tindakan Pengalihan Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dengan 

Pembelian Barang Serta Membagi Uang Terebut Ke Beberapa 

Rekening (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020) belum pernah dilakukan baik 

dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian 

ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat 

dipertanggungjawabkan kemurniannya. 

 
G. Metode Penelitian 

 
1. Spesifikasi Penelitian 

 

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian 

diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejalagejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas 

hipotesahipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam 

kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam 

kerangka penyusunan kerangka baru.48 

2. Metode Pendekatan 

 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam 

penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan 

 
 

48
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10. 
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undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).49 

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan 

dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang 

terkait 

 
3. Objek Penelitian 

 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020. 

 
4. Alat Pengumpulan Data 

 

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan 

mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang- 

undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat 

kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 

 
49

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93 
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penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut 

pengelompokan yang tepat. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

 

a. Jenis Data 

 
Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian 

ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.50 

 
b. Sumber Data 

 
Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat 

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa 

 
 
 
 

50
 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14. 
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a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari: 

1) UUD 1945; 

 
2)  KUHP; 

 

3)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 
 

4)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020. 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, 

e-book, dan makalah. 

c. Alat Pengumpulan Data 

 
Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research); Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 

 
6. Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara- 
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cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit 

dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya 

kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman 

mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi 

sasaran atau objek penelitian.51 

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang 

logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang 

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang 

hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian 

melakukan konklusi dari penelitian tersebut 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
51

 Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69. 
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BAB II 
 

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERLAKU 
 

A. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering) 

 

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money 

laundering. Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. 

Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau 

pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah money laundering 

tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju 

maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi 

tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. 

Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering 

disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang merupakan 

suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari 

hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang 

seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.52 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang 

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai 

 

52
 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pe5ncucian Uang, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 

2008, h. 12. 
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dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksud 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.53 

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah suatu 

upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai 

transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak 

seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.54 

 
B. Unsur-Unsur Pencucian Uang (Money Laundering) 

 

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-Undang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 

“redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana 

pencucian uang yang meliputi:55 

 
 

 
 

53
 Hasil Tindak Pidana adalah 6harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: 

Korupsi,Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, 
Penyelundupan imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang 
perasuransian, Kepabeanan, Cukai, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, 

Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Pejudian, 
Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lngkungan hidup, Di 
bidang kelautan dan perikanan serta Tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 

(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No.8 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
54

 Russel Butarbutar, Op.cit., h. 7147. 
55

 M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Money Laundering, Banyumedia Publishing, 
Malang, 2010, h. 25. 
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a. pelaku 

 
Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam 

Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang 

perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi  

terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi 

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam 

Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara 

pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses 

transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil 

dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki 

keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman 

sesuai ketentuan yang berlaku.56 

b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta 

kekayaan yang sah Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal 

dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum 

perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang 

mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur- 

unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP- 

TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang 

menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya 

 
56

 Ibid. 
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hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi 

keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima 

penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas 

sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan 

dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang 

adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan 

mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:57 

1)  Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

2)  Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga 

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi 

yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang ini; 

3)  Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana; atau 

4)  Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 

Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga 

berasal dari hasil tindak pidana. 

 
 
 

 
 

 
57

 Ibid., h. 26. 
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c. Perbuatan Melawan Hukum 

 
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus 

memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan 

hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan 

atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil 

tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus 

dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut 

merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak 

terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.58 

 
C. Tahap-Tahap Dan Proses Pecucian Uang 

 

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha 

pencucian uang, yaitu: 

1. Placement 
 

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut 

mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan 

(financial system). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem 

keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam 

sistem keuangan negara yang bersangkutan. 

 
 
 

58
 Ibid., h. 27 
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Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu 

selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut 

maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam 

sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah 

masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, 

placemant adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.59 

2. Layering 

 

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, 

yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam 

kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening 

atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui 

serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk 

menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.60 

3. Integration 

 

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang 

telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke 

dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan 

untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai 

kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, 

pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan 

59
 Adrian Sutedi, Op.cit., h. 19. 

60
 Ibid., hlm. 20. 
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besarnya biaya yang dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk 

menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil 

akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.61 

Sehubungan dengan proses pencucian uang, menurut Anwar 

Nasution, ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses  

pencucian uang. Pertama, baik merahasiakan siapa pemilik  

sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. Kedua, 

mengubah bentuknya sehingga mudah dibawah ke  mana-mana. 

Ketiga, merahasiakan proses pecucian uang itu sehingga menyulitkan 

pelacakannya oleh petugas hukum. Keempat, mudah diawasi oleh 

pemilik kekayaan yang sebenarnya.62 

 
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 

 

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dimana Undang- Undang tersebut 

meggantikan Undang-Undang sebelumnya yang megatur pencucian uang 

(Money Lanudering) yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” 

sebagaimana telah diubah dengan “Undang- Undang Nomor 25 Tahun 

2003”. 

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal 

 
 

61
 Ibid., h. 21. 

62
 Ibid., h. 23. 
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yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian 

uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang berbunyi: 

Pasal 3 
 

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan 
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 
Pasal 4 

 

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian 
Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 
Pasal 5 

 

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 
Pasal 6 

 

(1)  Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, 

pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil 
Pengendali Korporasi. 
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(2)  Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 

Pencucian Uang: 
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali 

Korporasi; 
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 

Korporasi; 
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 

pemberi perintah; dan 

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi 
Korporasi. 

 
Pasal 7 

 

(1)  Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 
(2)  Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan 

berupa: 
a. pengumuman putusan hakim; 

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; 
c. pencabutan izin usaha; 
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; 

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau 
f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara. 

 
Pasal 8 

 

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, 

pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

 
Pasal 9 

 

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda 

tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi 
atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan 
putusan pidana denda yang dijatuhkan. 

 
Pasal 10 

 

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, 

pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak 
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pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 
Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap 

jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu: 

a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau 

patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan  

tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar 

rupiah.63 

b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- 

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 

tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.64 

c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai 

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, 

penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang 

 
 
 

 
63

 R.Wiyono, Pembahasan Undang6-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 54. 

64
 Ibid., h. 68. 
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diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.65 

d. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, 

dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 

miliyar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.66 

e. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis 

tindak pidana antara a, b, dan c.67 

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana 

sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu 

membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun 4 (empat) bulan.68 

 
E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

 

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan 

tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia. Dalam menjaga keindepennya, ketentuan mengenai 

PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur 

dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk 

 
65

 Ibid., h. 70. 
66  Ibid., h. 80. 
67  Ibid., h. 86. 
68  Ibid., h. 89. 
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melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas 

dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan/atau 

mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun.69 

Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut: 

1. Pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang; 
 

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

 

3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 

 
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan 

yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana 

lain.70 

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsinya, sebagai berikut: 

 
1. Meminta serta mendapatkan data dan informasi dari instansi 

pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan 

mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah 

dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tersebut; 

2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; 

 
3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang 

dengan instansi terkait; 

4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang; 

 

69
 Juni Sjafrien Jahja, Melaw2an Money Laundering: Mengenal, Mencegah, dan 

Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2017, h. 
15. 

70
 Ibid. 
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5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 

internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang; 

6. Menyelengarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian 

uang; dan 

7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemebrantasan tindak 

pidana pencucian uang.71 

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. 

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK 

berwenang menyelenggarakan sistem informasi. 

Wewenang PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap kepatuhan pihak pelapor, sebagai berikut: 

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak 

pelapor; 

2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak 

pidana pencucian uang; 

3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; 

 

4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang 

berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor; 

5. Memberikan peringatan kepada pidak pelapor yang melanggar 

kewajiban pelaporan; 

 
71

 Ibid., h. 16. 
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6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin 

pihak pelapor; dan 

7. Menetapkan ketentuan pelaksana prinsip mengenali pengguna jasa 

bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan 

pengatur.72 

Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang 

dan tindak pidana lainnya. Dalam melaksanakan fungsi analisis atau 

pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat melakukan hal sebagai 

berikut: 

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor; 
 

2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 
 

3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan 

hasil analisis PPATK; 

4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari 

instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; 

5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta 

baik di dalam atau di luar negeri; 

6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai 

adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; 

7. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; 

 

 
 
 

72
 Ibid., h.17. 
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8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai 

pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 

seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai 

merupakan hasil tindak pidana; 

10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang 

dilakukan oleh tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; 

11. Mengadakan kegiatan adminstratif lain dalam lingkup tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan 

12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.73 

 
Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak 

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang 

mengatur kerahasiaan. PPATK juga diwajibkan untuk membuat dan 

menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan 

tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap enam bulan.74 
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 Ibid., h.19. 
74

 Ibid. 


